
79 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Literatur 

A.A Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ?, Putra Media Nusantara, 

Surabaya, 2010 

Abdul Marhais, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Bandung, 

1975 

Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, PT Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 2007 

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009 

Benny K Harman, Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 

Elsam, Jakarta, 1997 

Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di 

Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2012 

Chomsah, Achmad Ali, Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara), 

Cetakan ke-I, Yogyakarta,2002 

G.H.S Lomban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 2001 

Habib Adjie, Covernote: Perbincangan Yang Tidak Pernah Selesai, Indonesia 

Notary Community 

Hartanti Suliandari, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdasar, 

Jakarta, 2013 

Herlina Wulandari, “Urgensi Pengaturan Covernote dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris”, Tesis 

Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang Tahun 2019 

Hizbul Maulana, Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris, Primamedia, 

Jakarta, 2015 

JJH Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Diterjemahkan Olej Arief Sidharta, Citra 

Aditya Bakti, Bandung 

K.Bertenz, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 

79 



80 

 

 

Mamlua’tuzzaroh, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT dalam 

Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Bank”, tesis 

Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang tahun 2018 

Muhamamd Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002 

Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2006 

Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Persada Media Group, Jakarta, 2010 

Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia, 

Surabaya: Bina Ilmu 

Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre 

for Society Studies, Jember, 2006 

Ridwan Sjahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1999 

Setyaningsih & Mashdurohatun, “Tanggungjawab Notaris-PPAT dalam 

Mengeluarkan Covernote”, Tesis Universitas Islam Indonesia (2018) 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012 

Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum 

Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut Bankir 

Indonesia, Jakarta, 2003 

Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 

Mandar Maju, Bandung, 2011 

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, 

Medan, 2012 

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru, 

Jakarta, 2011 

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru 

van Hoeve, Jakarta 

Tubagus Ronny Rahman, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa 

Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, 

(Jakarta, Sinar Mulia, 2002) 



81 

 

 

Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, 

Yogyakarta, 2003 

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas .,Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 

Putusan Pengadilan 

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 

No. 112/Pid.Sus/2017/PN.Mks 

2. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 49/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.Mks 

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1233 K/Pid.Sus/2019 

 

 


